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DPR Siap Bahas Soal Sanksi

Aturan

Kuota 30 Persen Galeg Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait kewajiban kuota 30 persen

menyeluruh, agar mampu menjawab
berbagai tantangan demokrasi,

calon legislatif (caleg) p P
dipastikan akan menjadi bagian
dalam pembahasan revisi Undang-
Undang Pemilu mendatang.

Anggota Komisi Il DPR R, Eka
Widodo, mengatakan Fraksi PKB
siap membahas revisi UU Pemilu,
termasuk mengakomodasi putusan
MK tersebut. “Putusan MK tentu
akan menjadi bagian dalam revisi
Undang Undang Pemilu. Fraksi PKB
siap untuk membahasanya,” kata
Eka dalam keterangannya, Jumat
(29/5/2026).

Menurutnya, revisi UU Pemilu
perlu dibahas secara serius dan

perempuan dalam politi elektora\

1a juga menegaskan re»
Pemilu idealnya tetap berasal dan
inisiatif DPR. agar proses

dalam pemilihan di daerah pemilihan
(dapil) tertentu, apabila tidak
memenuhi kuota minimal 30 persen
caleg perempuan

Penegasan tersebut tertuang dalam
Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026
terkait permoh: yang diajukan

berjalan lebih komprehensif dan
mellba(kan banyak pihak.

“Revisi Undang Undang harus tetap
menjadi inisiatif DPR, sehingga proses
pembahasannya dapat berjalan
optimal demi memperkuat kualitas
demokrasi dan sistem pemilu kita,”
tambahnya.

Sebelumnya, Ketua MK, Suhartoyo,
menegaskan partai poli
atau tidak

igug

UJANG BEY, Kapocksi Komisi I| DPR

Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani,
Cahya Camila Evanglin, dan Fatati
Mailul Munadia.

Dalam putusannya, MK
menyatakan Pasal 245 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 karena
tidak mengatur sanksi bagi partai
politik yang melanggar ketentuan
kuota perempuan.

RENDY UMBOH,

Dukungan terhadap putusan MK

juga datang dari Kapoksi Komisi Il
DPR RI, Ujang Bey. Politikus Partai
NasDem itu menyatakan setuju

a
putusan MK dimasukkan dalam draf

revisi UU Pemilu.
Sementara itu, Koordinator

Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih
untuk Rakyat {JPPR), Rendy Umboh,

menilai revisi UU Pemilu tidak

boleh hanya berfokus pada aspek

administratif semata.
Menurutnya, partai pnllhk]uga

“Jangan sampai yang masuk dalam
revisi Undang Undang Pemilu hanya
aspek administratif saja. Namun,
yang diusung sebagai caleg hanya
karena memiliki akses kekerabatan.
Hal itu harus kita lawan,” ujar Rendy.
Putusan MK tersebut dinilai
menjadi momentum penting
untuk memperkuat keterwakilan
perempuan dalam politik sekaligus
mendorong partai politik lebih serius
melakukan kaderisasi perempuan
menjelang pemilu mendatang.

harus caley

yang diusung memikiki kualitas dan
k, bukan hanya karena

kapasitas poli
faktor kedekatan atau hubungan
kekerabatan.

Berikut Ujang Bey dan
Rendy Umboh terkait desakan agar
putusan MK soal kuota 30 persen
caleg perempuan masuk dalam draf
revisi UU Pemilu.

Koordinator Masional JPPR

Mendorong Lahirnya
Politisi Perempuan

Mahlamah Konstitusi telah menge-
Iuarkan putusan mengenai syarat 30
persen keterwakilan perempuan
yang wajib dipenuhi dan partai poli-
tik yang tidak memenuhinya dapat
gugur di dapil tertentu. Bagaimana
pandangan Anda?

Keputusan MK bersifat mml dan
mengikat. Oleh karena itu. kepu
Tusan torsebut hans diakomodasi
dalam draf revisi UL Pemilu men

datang.
Saya kira saat ini perempuan sema
kin memiliki porsi yang kuat dalam

ruang kontestasi politik, khususnya
pemilihan legislatif (pileg) di negara
kita. Karena itu. tdak ada masalah
Jjika keputusan MK tersebut dimasuk

kan dalam revisi UL Pemilu

Berarti Anda tidak keberatan
dengan aturan yang telah diputus
kan oleh hakim MK'

Itu sangat bagus. Semoga keputu
san MK terkait syarat keterwakilan
perempuan di setiap dapil dapat men
dorong lahirnya politisi perempuan
vang berkarakier dan berintegritas.

Keputusan MK setidaknya akan
menjadi karpet merah bagi kaum
perempuan yang ingin masuk ke
dunia politik?

Sekarang saatnya para aktivis
perempuan login ke ranah politik
prakiis dan mengisi medan perjuang

b

Sekarang saatnya para
aktivis perempuan login ke
ranah politik praktis dan
mengisi medan perjuangan
di parlemen, baik di tingkat
Pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota.

an di parlemen, baik di ringkat Pusat.
provinsi. maupun kabupaten/kota.

Bagaimana respons Fartai Nas-
Dem atas keputusan MK ini?
Partai NasDiem sangat welcon
nyambut keputusan tersebut. Bahkan,
partai membika pintu selebar-lebarnya
hagi perempuan berkualitas untuk
berkiprah melalui Partai NasDem.
Partai NasDem juga terbukii men
jadi partai politik yang berhasil
mengantarkan keterwakilan perem
puan terhanyak di Senayan. Hal 1
terlihat dart hasil Pileg DPR RI 2019
dan 2024 yang kader

-me

Banyak Caleg Diplilih
Karena Relasi Keluarga

oh

Nah, itu yang harus
kita lawan. Kita harus
mendesak partai palitik
agar memperhatikan
kaderisasi yang
objektif, bukan
subjektif.

Apa pandangan Anda jika kepu-
tusan ’V[K terkait 30 persen keter-

tas unk dimasukkan dalam revisi UU
Pemila. Meskipun berbagal prrsoalan
erk: Kualifik:

formalitas untuk memenubi anran.

wa
dalzm revisi UU Pemilu?
Ya. putzsan MK ini i

fas, s lainnya masih d]wmnkm\ m

dalam revisi UL Pemilu mendatang,
Terutama karena putusan lersebut
memberikan sanksi secara jelas dan e
gas. sehingga demokasi dapat becjalan
dalam karidor yang sehat

JPPR harus imenjaga dan mengawal

Tapang tanggrung javah
partai politik unfuk menyediakan ruang
bagi perempuan, termasuk mempersiap
kan kader yang memiliki kualifikasi

dengan

a hal itu terjadi?
Nah. itu yang harus kita lawan.
Kita harus mendesak partai politik
agar memperhaiikan kaderisasi yang
nh]vkuf bukan subjekt
Ke depan, partai pnhuk]uga harus
semakin tegas menghindari relast politik

_;.u perempuan yang dijadikan ca-
i

misalnya dengan men
calonkan isiri dan anak seorang elite

keterw
puan. s en putusan MK tersebut
semakin menguatkan perjuangan .

K

erempuan Partai NasDem dalam
jumlah besar di parlemen. m RE

U Pemiln, apakah ti ar?
Saya kira hal it harus menjadi priori

pakan kerabat

\Ipmzm[.. problemnya. mnyak mlng
perempuan yang diusulkan meniliki
relasi keluarga yang kuat, sehingga prak
tik nepotisme dan kolusi masih terjadi.
Pendidikan kader politik juga sering
Kali tidak begjalan dan hanya menjadi

palitik paca T

Apa saran dan arahan Anda?
Kami mengajak masyarakat untuk
terus memantau praktik politik ke
kerabatan di daerah. Yang diperlukan
saat ini adalah civic cducation. @ REN
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